
DipindaidenganCamScanner 

L Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Banguna:n Ge.dung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nornor 134, Tambahan Lembaran Ne. ara 
Republik Indnneeia Nomor 4247); 

3:. Undang-Undang Nomor 23 T hun 2014 t ntang 
Piemerintahan D erah (Lembaran N gan Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik In onesla Norn.or 5587) eb gaimana 
telah diubah beberapa ~ali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang .. Ilndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
P,embentukan Peraturan Perundang-undang.an (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
T mbahan Lembare.n Negara Republik Indonesia Nomo; 
5234); 

a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan 
pengendalian terhadap bangunan rumah tinggal yang 
elah didirikan, pengendalian pemanfaatan ruang serta 

meningka.tkan kesadaran masyarakat dalarn penguru an 
lzin Mendirikan Bangunan., perlu dilakukan penataan 
kembali Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal; 

b. bahwa untuk memberikan kernudahan dan kepastian 
hukum bagi kepemilikan bangunan rumah tinggaJ yang: 
belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat 
diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan 
prosedur dan keringanan pembayaran Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal melalui Pemutihan 
Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pemutihan Izin Mendirikan 
Bangunan Rurnah Tinggal; 

WALlKOTA MAOELANG, 

TENT ANG 

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN ANGUNAN RUMAH TJNGGAL· 
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Dalarn Peraturan Walikota ini yang, dimaksud dengan: 
l . Daerah adalah Kota Magelang, 
2 .. Pcmerintah Daerah ada ah kepala daerah scbagai unsur peny lenggara 

Pemerin .ahan D erah yang memimpin pelaksannan urusan pern rintahan 
yang rnenjadi kew nangan dacrah otonom, 

3. Walikota adalah Walikota Ma l n . 
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disin kat BP2T adal h 

badan yang membidangi urus n p ny I m araan perizin n dan non 
perizinan di Kota Magclang. 

5. Kepala P2T adalah k -pala badan yang mernbidan i urusan p nyelenggaraan 
p rizinan clan non p- r-izinan di Kata M.a · L g. 

Pc s l 1 

BABJ 
K.ETENT . AN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN lZlN 
MENDIRIKA.N BANGUNAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5 · era uran Pemerint .h Nomor .J.8 Tahun 2007 tentang 
Pcmb _ ian Uru an Pcmerint h n An, ara Pemerin h 
Pcrncrin _ h D er. h Provinsi d n P merintah Daerah 
I bup en/ I o u [Lernbaran Ne r R publik Ind n iia 
T hun 2007 Nomor 82 T imbah n Lcmbaran Ne ara 
R · publik Indonesia N rnor 4737); 
P ra ran D er h Jo M cl ng Nomor Tahun 2006 
entang Pcngendalian Lingk .n an Hidup [Lernb ran 

Da rah Kota Magclang 1 hun 2006 Nomor 32 Seri _ 
Nomor 25); 

7 Peraturan Daerah Kola Magelang Nomo:r 2 Tahun 2008 
entang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kcwen gan 
Pern rintahan D rah Kota Magelang (Lembaran Daerah 
Kata Magelang Tahu 2008 Nomor 2); 

8 Peraturan Daerah Kota Magelan Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Organisasi Lcmbaga Teknis Daerah, Badan Pelay.anan 
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja 
(Lernbaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5); 

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nornor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2); 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu [Lernbaran Daerah 
Kota Magelang Tahun 2011 Nomor l9J; 

11 Peraturan Daerah Kota Magelang ornor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 
Tahun 2011 - 2031 {Lembaran Daerah Kota Magelang 
Tahun. 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Magelang Nomor 4) · 

12 Peraturan Daerah Kota Magel:ang Nomor 5, Tah 2012 
tcntang Bangunan Gedung [Lembaran Daerah Kota 
Magelang Tahun 2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kota Magelang Nomor 5);. 

-·. 2 - - 
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( 1) Perno.hon Pemutihan IMB Ru mah Ti:ngg1:1J mengajukan p rmohonan kepada 
Walikota melalui Kepala BP2T dengan ~elampirkan : .. - . 

· ·· " - - 1· - e·rmohonan- pemutihan lMB R.umah Tmggal a. mengl's1 ,orm u 1r p , - - · - - - · - 
b. fo o kopi Kartu Tanda Penduduk ;: _ ~ _- .. _ _ .· _-·-_ . 
C fot k ·· tifik t la- u izin tertulis dan pernilik sertifikat , • 10· -O opi er 1 1 . a , .a I 

d. gambar denah bangunan; 
e. gambar denah lokasl; 
f. Foto bangunan, 
g. Foto kepi KTP tetangga 

Pasal 5 

Pemutihan JMB Rumah Tinggal berlaku untuk bangunan yang terletak di daerah 
clan sudah herd iri dengan keten tuan se bagai berikut : 

a .. terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampuog/di tepi jalan kota dan 
sudah berdiri ebelurn tahun 2010; 

b. bangunan rumah tinggal; _ __ . 
c. Luas bangunan tidak lebih dari 200 m" (dua ~atu:s meter persegi]; 
d. ketinggian bangunan rnaksirnal 2 (dua) lantai; 
e .. luas bangunan bertlngkat tidak lebih dari 150 rn", 

(2) Pe)ayanan Pernutihan IMB Rumah Tinggal dilaksanakan dalam waktu 9 
[sembilan) bulan, rnulai 1 Maret 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016 

Pasal 4 

(1) Setiap orang, pribadi atau badan yang merniliki bangunan rumah tinggal 
dalarn wilayah Daerah dapat mcngajukan Pemutihan IMB Rumah TinggaJ 
kepada Kepala BP2T. 

Pa al3 

(2) Pelayanan pemutihan IMB Ru.mah Tinggal mempunyai tuju.an untuk 
memberikan legalisa _ i t- rhadap bangunan rumah tinggal yan.g sudah b rdiri 
dan belum dilengkapi dengan IMB. - 

{l) PcmutiJ?an IMB Rumah Tinggal mempunyai maksud .: 
a. memngka kan p I - anan perizinan · 
b. me,vuj~dkan ke adaran m.asyarakat dalam haJ kepemilikan IMB; 
c. menertibkan b ngunan rumah tinggal. 

Pasal 2 

lzin Mendirikan Bangunan Ru h T' . 
6. ~ · -• , h Tin al ad lah -r ._ ·.-ma - mgg~I y~n sel .nJu~nya di ingkat IMB 

Ruroda _ ~l~I b _ perizm n Y ng dibcrikan olch Pemcrintah Daerah kepa.- pem1 ,1 c angu.n.nn rum.ah tin 0-1 - - - - - 
1. Pc:rnu ··h. n lM1 .B dal ~ pcmbcrian kcri~ anan dalarn proses. pcmbcrian 1MB 

rumah tmgga dan r Lri usiny . - 
-s Tim pelak _ a adal h · irn yr n tcrdiri dari un .ur BP2,.r d -- · .- ta - · 1,-. k it di · · . . rM"B ...._ 1 · an ins ns1 er ru 1 b1dang 1 , 

9. Retri ~-- 1 Da~ral Y_ ng ·-ela~Jutnya dis but Rctribusi adalah pungi tan daerah 
s~ba_~ ·1 _ pembay r~. a as J~sa atau pemberian izin ter' entu yan -. khusus 
dise di k. n d:3-n/ atau diberikan oleh Pemerimah Daerah untuk kcpentingan 
oran pribadi atau Badan 
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- - . ELA.NG· TAHUN 2016 NOMOR ,6 BE.RITA DAERAH KOTA MAG · - · 

_ OTA MAGELANG SEKRETARJS DAE 

Diundangkan di Mag, a g 
pada tanggal ,;i; Fe uon X>\E> 

SIGIT WIDYONINDITO 

Agar setiap orang mengetahuinya, mem.erintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kot.a Magelang, 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

O) Wahkota memberikan keringanan retribusi atas permohonan Pernutihan IMB. 

(2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50 % [lima puluh 
persen) dari. tarif retribusi IMB. 

Pasal 6 

(4) Bentuk form_ulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pera tu ran Walikota ini. 

(2) Permohonan sebagaimana dimak ud pada ayat ( ) dibuat rangkap 3 (tiga), 

(3) Kepala BP2T ata nama Walikota menerbit n dokumen Pemutihan IMB 
rumah tinggal atas permohonan yang m menuhi persyaratan ecara lengkap 
dan benar, 

--4·-·- 
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clan Cama dilokasi banguna:n berada. 

IP. .'IP. 

Kepa!a Kelurahan Ca a 
!.e g:etahui : 

v . · ,,ra da a paca l'embar permoh,onan ini 
o disi sebenamya 

( ) ( ) 

4. Sebelah Timur 

( ) ............... ) 

2. Sebelah Ulara 

TET- GOA rl. PERSETUJU 

( ' ) 

e ,a a saudara pemohon sesuai 
lerse, ·ut 

. tgl .. 
Pemili. tanah yang syah 

GBne ·ere N,o. ......... - ~ i······· -, - ~ ... 
± m. 

-~ a Pe iii 
Sta us tana 
l as anah 

Ill. PEf, ILIK TANAH YA G SYAHJ PENGUASA TANAH 

( ) 

a erai 
Rp.60, 0,- 

n Pe 

,a ela , Tgl. 
• , - •• ill! ... 

............................. - , . 
,.,-:_ - • _.,-,& ... ._ •• ,. ••••,aa-_a.- ••4 •••'•• _ li91W'9•• 

"'"°"' ,. _ ,t, , ,.!l'~··'I! 

•• ,,.,.,.., •.• ..,._ '!le•.i• •~•••••'llll'i!•!lo~•~.., •••oe 

•11!•• ~~·····-·· ··~··· 

........ , ,.i!!!•• !! ••• 

·• a tai 
·Olding 
• Kusen 
• a a a!ap 
• tap 

: agelang • • .. • • • • • • • • •.• 2 
luas Ba gunan m' · 
Ta un dibangun 
Ba an ba · gunan yang dig·u~~i ·a~ : 
· o dasi 

: . ,. ~~-~'~".~................. . ..... - . 
Ke era an 
Kecama an 
Kata 

Lela Ba guna,n 
R IR 

D1ATA DAN LETAK B,ANGUNAN1 

Ke!u,aha _ •• p . 

l Kee.a atan . . . . • . • . • • .. • . .. • .. ,., .....•..•..•...•..•... 
rKo a ••.•••••.•••••.• , . 

~·o Telpo ..••.••.••.••.•••••.•.•.•.•.. . __ . 
De an ·ni mengaju an permohonan Pemu i an 
Jz" Mend1[ ·· an Bangunan (I 8) 

~ma 
A.la a 
Rf/R 

DAiA PEMOHO:N 

'la 9 bertanda, tangan diba rc1 ini : 

PER MOH ONAN PERNYATAAN I LEGALITAS 

Kepada: 
Yth. ALIKOT A GELA G 
CQ. Kepa1a Sadan Pe'layan:an Perizinan Terpadu (BP2'T), 

Kora 'agela g 
di- I AGELANG 

pERMOHONAN PEMUTIHAN IZ'l'N MENDliRIH<AN BANGUNAN RUMAH TliNGG,AL 

GE LANG 
~CJjC- 

IZI -E lRJ B GU , RU n GG L 


